
  

NIP. 19631105 199202 2 001 NIP: 19820618 201101 1 004 NIP. 19691228 199203 2 008

HP. 081364325570 HP. 081374126823 HP. 08126776239

Ir. NOVIA HARI SUSENO, ST WIRDAWATI, SE

Kepala Seksi Rehabilitasi Perumahan
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Kawasan 

Permukiman

Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi                 

Lintas Daerah

HP. 081363237261 HP. 08126778065 HP. 081267897994 HP. 08117092000

Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan LahanKepala Subbagian Keuangan dan Program Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh

ELFITRI OKTAVIA, ST Ir. EMA YULIS VIKY RAHMAT TIANDRA, ST FITRA YENIFA, SH, MM

NIP. 19761002 201101 2001 NIP. 19630827 199703 2 001 NIP. 19840907 201101 1 002 NIP. 19670610 200702 2 005

HP. 081364766100 HP. 085364773418 HP. 08126637796 HP. 081275309301

EFRIZAL THAMRIN, S.Sos, MM MARWANDI, ST EFNI USLINDA, ST, M.Eng ANTOS LUKMAN, S.STP. MPA

NIP. 19710331 200701 1 004 NIP. 19790316 200604 1 021 NIP. 19690517 199703 2 005 NIP. 19810530 199112 1 003

HP. 082170067835 HP. 08126626250 HP. 081261197133 HP. 081374321234

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Kepala Seksi Penataan Permukiman Khusus Kepala Seksi Pengadaan Tanah

USRA DENI, ST YOLLY DELTRA ASRAR, ST, MT Ir. ICHSANUSATARUDIN DARMANSYAH, SE, MM

NIP. 19660925 199303 1 005 NIP. 19721230 200112 2 001 NIP. 19640622 199003 1 004 NIP. 19641223 199303 1 003

Sekretaris Kepala Bidang Perumahan Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Kepala bidang Pertanahan

HP. 082283387772

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN

ERASUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, dengan masing-masing 

uraian tugas sebagai berikut : 

A. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, 

Protokol, penyusunan program dan keuangan. 

1. Dengan rincian sebagai berikut :  

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 

2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan 

Dinas; 

3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, 

kehumasan, kearsipan dan Dokumentasi di lingkungan Dinas; 

4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di 

lingkungan Dinas; 

5. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah dan 

pengelolaan informasi; 

6. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Dinas; 

7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

 B. Bidang Perumahan Rakyat 

1. Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi 

Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, Rehabilitasi Perumahan dan Bangunan Gedung 

dan Rumah Negara.  Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat 

mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan danpembiayaan perumahan, 

rehabilitasi perumahan dan Bangunan Gedung dan Rumah Negara; 

2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada Kabupaten/kota yang meliputi 

perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan; 



3. Melaksanakan penyelenggaran perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, 

pemanfaatan dan pengendalian perumahan; 

4. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh; 

5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

di Bidang Perumahan Rakyat; dan 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

C. Bidang Kawasan Permukiman 

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, 

Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman 

Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,  

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1. 1.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas 

2. Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus; 

3. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan 

permukiman; 

4. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;  

5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

di bidang kawasan pemukiman; dan  

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

D. Bidang Pertanahan 

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, 

memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan 

dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan 

daerah provinsi; 

2. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan 

pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan 

penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 



3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah 

dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;  

4. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

di bidang kawasan pertanahan; dan 

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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